PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 — 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangk@anB Daerah (RPJP
Daerah) mempunyai peran dan fungsi penting dalamentakan
arah dan prioritas pembangunan Daerah secara aprtghna

mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayatJri@dang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dPguntan
Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Dakeyadit berjalan
efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkaencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarsksiich pada huruf
a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturagrdbatentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJBh)Dae
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19B@tang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propavsa JJengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@&mMahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Bataeggah
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkuPgapinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiainTd®65
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaridsmor
2757);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahsyara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nody
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberamma
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d Rdmor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3tais )4

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SisteenPanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nbxia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara bRkepu

Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&nta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 200mor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadld438),
sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengdadang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kdédaa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@8 200mor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadidgv4);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalteeratb
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noi&®,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod8)4

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 25 20
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NoB®)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noff@0)4

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanahoalal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No6ig
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noff4)4



10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PendRasmg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NMo6®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffi)4

11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentamgpt&ean
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, ¥8dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi a Jaw

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentamtuaBan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahamdagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangaDa
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaui €005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgédR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon&alaun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repuindignesia
Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadprRan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemariidalesah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nofb,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@3 4 ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentarig Tara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Ramba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No&t)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG®i3)4

17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentarig Tara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang afeemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, TEdrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgbBgian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerint@aerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kb&miparan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangridektrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republikné&sdo
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rkepub

Indonesia Nomor 4816);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangpBa) Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pedatsd&encana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Is@domahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubtibnesia
Nomor 4817);

21.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Peagandan

undangan;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahugé 2€ftang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ddanah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan PembangunamahDaer
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kefidaiun
2006 Nomor 6 Seri E No. 4).

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 TahQid #htang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan PemerintahidwarPyang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah KabupatemdaKe
( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nd#h@&eri E
No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KendabNa?2);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 TahQid ghtang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal ( Leanblaaerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No.TABybahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);



25.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 TahOi &nhtang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwuikgbupaten
Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahury 20@mor
24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kaboug&tadal
Nomor 22);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 TahOi &htang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kajuvun
Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kemdhaln
2007 Nomor 25 Seri E No. 15, Tambahan Lembaran dbaer
Kabupaten Kendal Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
2005 — 2025.
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkatitdaetmagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati ad&gpala Daerah
Kabupaten Kendal.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabufateial
Tahun 2005 — 2025 yang selanjutnya disebut selddBdP Daerah
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah patigkie
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 psandengan
tahun 2025.



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabteatdal
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokyressncanaan

pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB I
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) Program pembangunan Daerah periode 2005- 2025sditakan
sesuai dengan RPJP Daerah.

(2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaidiaraksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalanpidaamyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesrdh ini.

Pasal 3
RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, men drah
pembangunan Daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud &asah 2 dan Pasal
3 terdiri dari :

BAB | . PENDAHULUAN

BAB I . KONDISI UMUM

BAB Il : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

BAB V . PENUTUP



(1)

(2)

3

(1)

(2)

(1)

(2)

3

Pasal 5

RPJP Daerah adalah sebagaimana tercantum dalamraanypng

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratugserdh ini.

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1adnpafoman
dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi,, rdem

program Bupati.

Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksladgyat

(2), harus memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunanuickark
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan dd&tuphti
yang sedang memerintah pada tahun terakhir perakanbya
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Da@R&PD)

untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupatuieya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakdagali
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan danj@€&laerah
tahun pertama periode pemerintahan Bupati berileutny

BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evalua

pelaksanaan RPJP Daerah.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud gzda(l)
bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan arsas
pembangunan yang tertuang dalam rencana pembanguaran

dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasa

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaamangn

pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah adahnedap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturaniDiaera

(2) RPIJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagsuaikan
dengan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Rer&aerah ini,
paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkanmratBran Daerah

ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ysetangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah

Kabupaten Kendal.
Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008.

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI E NO. 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 — 2025

. UMUM

Wilayah Kabupaten Kendal terletak pada @0’ - 110 18’ Bujur Timur dan &
32’ - 7 24’ Lintang Selatan. Batas wilayah administrasbfgaten Kendal meliputi :

= Utara : Laut Jawa

= Timur : Kota Semarang

= Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temnaggg
= PBarat : Kabupaten Batang

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari baettiur adalah sejauh 40 km,
sedangkan dari utara ke selatan adalah sejauh 3Rampaten Kendal mempunyai luas
wilayah sebesar 1.002,23 kiyang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan, 20rkékn
dan 265 desa. Panjang pantai Kabupaten Kendalredalkm.

Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi mejgdua) daerah dataran
yaitu daerah dataran rendah dan daerah dataragi.tijlayah Kabupaten Kendal
bagian utara merupakan daerah dataran rendah d&egaggian antara 0 — 10m dpl,
meliputi kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, @epi Gemuh, Ngampel,
Ringinarum, Pegandon, Patebon, Kendal, Brangsongliwdngu Selatan, dan
Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatemupakan daerah dataran tinggi
yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggitara 10 — 2.579m dpl, meliputi

Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, P&@aygrojo, Boja, dan Limbangan.

Ibukota Kecamatan Plantungan merupakan ibukotankaiza yang tertinggi letak
daerahnya dengan ketinggian 723 meter di atas p@anulaut, sedangkan ibukota
Kecamatan Kota Kendal merupakan ibukota kecamadag yerendah letak daerahnya

dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut.
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Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi jadin2 (dua) daerah
dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi koiidiisi wilayah Kabupaten Kendal.
Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang didosiinéeh daerah dataran rendah
dan berdekatan dengan laut Jawa, maka kondisi thlidaerah tersebut cenderung lebih
panas dengan suhu rata-ratd@7Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selata
yang merupakan daerah pegunungan dan dataran, tkoggiisi iklim di daerah tersebut
cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rat€.26urah hujan di wilayah Kabupaten
Kendal dapat diketahui dari banyaknya hari hujan Hanyaknya curah hujan, yang
diambil dari tempat pencatatan hari hujan dan bamyea curah hujan di Kendal, Weleri,
Kaliwungu, Boja, dan Sukorejo. Hasil pencatatan hajan ini dilaporkan tiap bulan,
sehingga dapat diketahui bulan dengan curah higgitdan bulan dengan curah hujan
rendah.

Pembangunan Kabupaten Kendal adalah rangkaian upeg@gangunan yang
berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan @elaspek kehidupan masyarakat
untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuarb@aegunan Kabupaten Kendal
dengan mengarah pada pencapaian pembangunan hasRaagkaian upaya
pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangumanbgalangsung tanpa henti,
dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakiajeherasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam kombeksenuhi kebutuhan masa
sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi ¥amgdatang untuk memenuhi
kebutuhannya. Pembangunan Jangka Panjang Daeraipdtab Kendal Tahun 2005 —
2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebghumantuk mencapai tujuan
pembangunan Kabupaten Kendal. Untuk itu, dalamd2@ (uluh) tahun mendatang,
sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Kenaak umelakukan penataan
kembali berbagai langkah, antara lain di bidanggptriaan sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan lingkungan hidup.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan NMe@@aBHN), maka Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangiangka Panjang Nasional
Tahun 2005 — 2025 dijadikan sebagai pedoman damna@enyusunan rencana
pembangunan daerah. Untuk menjaga pembangunan lyarkglanjutan di daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah samgatukdin. Seperti yang
diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-UndangoN 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)nyamgrintahkan penyusunan
RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanagivigamer, maka RPJP Daerah
hanya memuat arahan secara garis besar.
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Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 ( dua Puluh yntaRelaksanaan RPJP
Daerah 2005 — 2025 terbagi dalam tahap-tahap pmmaano pembangunan dalam
periodisasi perencanan pembangunan jangka menelzgabh 5 (lima) tahunan, yang
dituangkan dalam RPJM Daerah | Tahun 2006 — 20BMRDaerah Il Tahun 2011 —
2015, RPJM Daerah 1ll Tahun 2016 — 2020, dan RB3édrah 1V Tahun 2021 — 2024.
RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam nenRi’sIM Daerah. Pentahapan
rencana pembangunan daerah disusun dalam masimggmaeriode RPJM Daerah
sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yapdild secara langsung oleh rakyat.
RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerafgkesbumum, program Bupati,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangk@nomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijab&ekadalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencandgegunan tahunan daerah
yang memuat prioritas pembangunan daerah rancategangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyelummlbgek arah kebijakan fiskal,
serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Dadakm bentuk kerangka regulasi

dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan ndanghindarkan
kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati sedang menjabat pada tahun
terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPdahgy diperlukan sebagai
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Peadadanh Belanja Daerah
(RAPBD) pada tahun pertama periode bupati terpiihikutnya, yaitu pada tahun 2011,
2016, 2021, dan 2026. Namun demikian, Bupati térpderiode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempum&4@PD dan APBD pada
tahun pertama masa jabatannya yaitu tahun 20116,22021, dan 2026, melalui
mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur daladang-Undang Nomor 17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dd&DA$tbagaimana
dimaksud di atas, serta tertuang dalam penjelasatang — Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjaiogpaldasahun 2005-2025, maka
jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 208&-3@dangkan periodisasi RPIJM
Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nwadidikarenakan pemilihan kepala
daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktselgagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemBentBaerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008ardping itu, Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkdaWJM Daerah sebagaimana diatur



12

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentarigr8iBerencanan Pembangunan
Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannyatBexa Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten K&ablah 2005 - 2025 adalah

untuk :

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dabemcapaian tujuan

pembangunan daerah,;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, danergi baik antarwilayah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah onraugntara pusat dan daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perer@g penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;

d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya sefisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan; dan
e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arami@angunan daerah yang
mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicagahd<abupaten Kendal serta strategi
untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran digatajuan pembangunan daerah,
sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkanMeska dari itu, perlu dinyatakan
secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upayaudéak mencapai visi tersebut. Misi
ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strgpegnbangunan jangka panjang daerah
Kabupaten Kendal.

Perencanaan jangka panjang lebih condong padat&egéah pikir yang bersifat
visioner, sehingga penyusunannya akan lebih méeitd¢kan partisipasi segmen
masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seppérguruan tinggi, lembaga-lembaga
strategis, individu pemikir-pemikir visioner sertasur-unsur penyelenggara negara
yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengatap mengutamakan kepentingan
rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan unapaspembangunan dilaksanakan.
Oleh karenanya rencana pembangunan jangka pangerghdyang dituangkan dalam
bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerahaladatoduk dari semua elemen
masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daeralanisagi kemasyarakatan dan

organisasi politik.
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RPJP Daerah ini disusun dengan mengacu pada RRsiéhllayang karakteristik
dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kabuiatetal. Selanjutnya RPJP Daerah
dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Menging®JP Daerah menjadi acuan
dalam penyusunan RPJM Daerah, maka RPJP Daerdlitatapkan dengan Peraturan
Daerah. RPJP Daerah ini disusun melalui musyawaerkncanaan pembangunan
daerah ( Musrenbangda ). Sebelumnya Rancangan B&JIRh hasil musrenbangda
dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan MerNegara Perencanaan Pembangunan

Nasional / Kepala Badan Perencanaan PembangunamBlasBAPPENAS ).

RPJP Daerah merupakan rangkaian upaya pembanguraatahd yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehmumasyarakat di Daerah untuk
mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan am@Endang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan damikRPJP Daerah mempunyai
peran dan fungsi penting dalam menentukan arahpdantas pembangunan Daerah

secara bertahap guna mempercepat perwujudan mistlyadd dan makmur.

Rangkaian upaya pembangunan daerah tersebut dipai@a prinsipnya memuat
kegiatan pembangunan yang berlangsung terus meneieisgan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dari generasi ke gendPataksanaan upaya tersebut
dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masaraed tanpa mengurangi

kemampuan generasi yang akan datang untuk memiegiminiuhan lahir maupun batin.

RPJP Daerah memuat misi, visi, dan arah pembangangka panjang Daerah.
RPJP Daerah tersebut menjadi pedoman dalam pergru&®JIM Daerah yang memuat
visi, misi, dan program Bupati yang sesuai dengadadg-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanadialzdth kedua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, gangram tersebut disampaikan

pada saat kampanye .

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayan@ng-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasigaakegiatan pembangunan
di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepasaran diperlukan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerahjlijetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu memtbdperaturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeadlupaten Kendal Tahun
2005-2025 .

Secara garis besar, materi Peraturan Daerah te®3§ Daerah 2005 -2025
terdiri dari 5 Bab, dan 9 Pasal yang mengatur megigeengertian-pengertian, muatan
RPJPD Kabupaten Kendal, pemantauan dan evalubadtg pelaksanaan RPJP Daerah
dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RR#vBh yang telah ada dengan
berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerdh 2@D25 serta lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Waraturan Daerah tentang
RPJP Daerah 2005 — 2025 yang berisi visi, misi,atah pembangunan jangka panjang
2005 - 2025.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 . Cukup jelas.
Pasal 5 . Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan RKPD ntapertama adalah RKPD
tahun anggaran 2011, 2016, 2021, dan 2026.

ayat (2) : Bupati terpilih periode berikutnya fetmempunyai ruang gerak
yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada

tahun pertama masa jabatannya melalui mekanismatean

APBD.
Pasal 7 . Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 . Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 30
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